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TENTANG 

PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK 

 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah 

memberikan dasar pelindungan dan kepastian hukum terhadap hak 

ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait lagu 

dan/atau musik dalam meningkatkan kreativitas nasional khususnya di 

bidang lagu dan/atau musik. Ciptaan berupa lagu dan/atau musik 

mempunyai hak ekonomi atas Penggunaan Secara Komersial dalam     

bentuk Royalti, yakni imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu                 

Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta dan pemilik 

Hak Terkait. 

Untuk menjamin pelindungan dan kepastian hukum terhadap hak 

ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait atas lagu 

dan/atau musik, dibutuhkan adanya mekanisme Pengelolaan Royalti yang 

transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana teknologi 

informasi. Pengelolaan Royalti juga dilakukan oleh LMKN sebagai suatu 

lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-Undang yang 

merepresentasikan keterwakilan dari kepentingan Pencipta dan pemilik 

Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti 

dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial. 

Pengelolaan Royalti secara komprehensif perlu ditunjang dengan 

sarana teknologi informasi, yakni pusat data lagu dan/atau musik yang 

dikelola oleh Direktorat Jenderal dan SILM yang dikelola oleh LMKN.     
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Pusat data lagu dan/atau musik sebagai himpunan data lagu dan/atau 

musik menjadi dasar baik bagi LMKN dalam Pengelolaan Royalti, juga bagi 

Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial untuk    

mendapatkan informasi dari lagu dan/atau musik yang akan digunakan 

secara komersial. Sedangkan SILM merupakan sistem informasi yang                             

digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
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Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah dana yang 

berasal dari Royalti yang:  

a. lagu dan/atau musik tidak dicatatkan 

penggunaannya; 

b. masih terdapat sengketa antarpemilik; atau 

c. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak 

Terkaitnya belum terdaftar sebagai anggota LMK. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “Pemegang Hak Cipta” termasuk ahli 

waris. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 
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Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 
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